
I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Manusia di dalam hidupnya selalu berada dalam ketidakpastian dan selalu

mengalami risiko, yaitu suatu peristiwa yang belum dapat dipastikan terjadinya

dan bila terjadi dapat menimbulkan kerugian baik bagi dirinya sendiri, keluarga,

orang lain dan harta bendanya. Risiko yang dimaksud adalah suatu ketidaktentuan

yang berarti kemungkinan terjadinya suatu kerugian di masa yang akan datang.

Untuk mengatasi risiko yang tidak tentu salah satunya dengan cara mengalihkan

atau membagi kepada pihak lain yang disebut dengan asuransi. Jadi asuransi

menjadikan suatu ketidakpastian menjadi suatu kepastian yaitu dalam hal

terjadinya kerugian maka akan memperoleh ganti rugi.

Berdasarkan ketentuan Pasal 246 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD)

asuransi atau pertanggungan adalah suatu perjanjian dengan mana seseorang

penanggung mengikatkan diri kepada seorang tertanggung, dengan menerima

suatu premi, untuk memberikan suatu penggantian kepadanya karena suatu

kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, yang mungkin

akan dideritanya karena suatu peristiwa yang tak tertentu.

Menurut ketentuan Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992

tentang Usaha Perasuransian (UUUP) asuransi atau pertanggungan adalah
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perjanjian antara dua pihak atau lebih dengan mana pihak penanggung

mengikatkan diri kepada tertanggung, dengan menerima premi asuransi, untuk

memberikan penggantian kepada tertanggung karena kerugian, kerusakan atau

kehilangan keuntungan yang diharapkan, atau tanggung jawab hukum kepada

pihak ketiga yang mungkin akan di derita tertanggung, yang timbul dari suatu

peristiwa yang tidak pasti, atau untuk memberikan suatu pembayaran yang

didasarkan atas meninggal atau hidupnya seseorang yang di pertanggungkan”.

Pada Pasal 4 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian,

perusahaan asuransi dikelompokan menjadi 3 (tiga) jenis dengan lingkup

kegiatannya sebagai berikut:

a. Perusahaan Asuransi Kerugian hanya dapat menyelenggarakan usaha dalam

bidang asuransi kerugian;

b. Perusahaan Asuransi Jiwa hanya dapat menyelenggarakan usaha dalam

bidang asuransi jiwa, asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan diri, dan usaha

anuitas, serta menjadi pendiri dan pengurus dana pensiun sesuai dengan

peraturan perundang-undangan dana pensiun yang berlaku;

c. Perusahaan Reasuransi hanya dapat menyelenggarakan usaha asuransi ulang.

Asuransi jiwa pada rumusan Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun

1992 Tentang Usaha Perasuransian berbunyi

“Asuransi jiwa adalah perjanjian antara 2 pihak atau lebih, dengan mana
pihak penanggung mengikatkan diri kepada tertanggung dengan menerima
premi, untuk memberikan suatu pembayaran yang didasarkan atas
meninggal atau hidupnya seseorang yang diasuransikan”. Objek yang
diperjanjikan dalam asuransi jiwa berupa jiwa dan badan manusia sebagai
satu kesatuan. Jiwa seseorang merupakan objek asuransi yang tidak
berwujud, yang hanya dapat dikenal melalui wujud badannya”.
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Reasuransi atau asuransi ulang menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992

tentang Usaha Perasuransian mendefinisikan sebagai usaha yang memberikan jasa

dalam asuransi ulang terhadap risiko yang dihadapi oleh perusahaan asuransi

kerugian atau perusahaan asuransi jiwa. Reasuransi adalah kontrak asuransi di

mana sebuah perusahaan asuransi memindahkan semua atau sebagian risikonya

kepada perusahaan asuransi lain.1

Asuransi kerugian memberikan jasa dalam penanggulangan risiko atas kerugian,

kehilangan manfaat, dan tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang timbul

dari peristiwa tidak pasti. Objek yang diperjanjikan dalam asuransi kerugian

melekat pada benda atau harta kekayaan. Objek asuransi kerugian selalu dapat

dinilai dengan uang, dapat rusak, musnah dan hilang. Asuransi kerugian meliputi

asuransi kebakaran, asuransi laut, asuransi tanggung jawab dan asuransi

kendaraan bermotor.2

Asuransi kendaraan bermotor adalah salah satu bentuk asuransi kerugian yang

berupaya untuk menanggulangi peristiwa atau musibah yang tidak dapat diduga

yang tujuannya memberikan perlindungan terhadap kendaraan yang

diasuransikan. Salah satu perusahaan asuransi yang akan diteliti adalah PT

Asuransi Indrapura Cab. Bandar lampung.

Asuransi kendaraan bermotor umumnya dibedakan menjadi 2 (dua), yaitu asuransi

kendaraan bermotor roda dua dan asuransi kendaraan bermotor roda empat.

Asuransi yang akan dibahas ialah asuransi kendaraan bermotor roda empat seperti

1 A. Hasyim Ali, Bidang Usaha Asuransi, Bumi Aksara, Jakarta, 1993, hlm. 236
2 Abdulkadir Muhammad, Hukum Asuransi Indonesia, PT Citra Aditya Bakti, Bandung,

2006, hlm. 150-180
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mobil, terutama mobil pribadi. Risiko-risiko yang dijaminkan dalam polis standar

asuransi kendaraan bermotor indonesia meliputi tabrakan, benturan, tergelincir,

terperosok, perbuaatan jahat, pencurian yang termasuk didahului atau serta diikuti

dengan kekerasan ataupun ancaman, dan kebakaran (baik kebakaran akibat benda

lain, sambaran petir atau musnah). Dalam hal ini memfokuskan pada kerusakan

sebagian, seperti terbentur, lecet, tergores dan kerusakan lain yang nilai risikonya

diatas risiko sendiri yang telah ditentukan yaitu sebesar Rp 200.000,- (dua ratus

ribu rupiah).

Asuransi kendaraan bermotor roda empat yang diteliti ini merupakan asuransi

kendaraan bermotor secara sewa beli. Terjadinya perjanjian sewa beli karena,

konsumen tidak dapat membeli kendaraan bermotor roda empat secara tunai.

Dengan adanya perjanjian sewa beli maka terdapat pihak-pihak yang terikat

didalamnya. Pihak-pihak yang terikat dalam perjanjian sewa beli adalah pihak

konsumen dan lembaga pembiayaan, lembaga pembiayaan yang dimaksud yaitu

PT Batavia Prosperindo Finance (BPF).

Setelah terjadinya perjanjian sewa beli, pihak PT Batavia Prosporindo Finance

(BPF) melakukan perjanjian kerjasama yang telah disepakati oleh PT Asuransi

Indrapura Cab. Bandar Lampung untuk mengasuransikan kendaraan bermotor

yang melakukan perjanjian sewa beli melalui PT Batavia Prosperindo Finance

(BPF) dengan tujuan membagi atau mengalihkan risiko apabila terjadi evenemen

berupa tabrakan, benturan, tergelincir, terperosok, perbuaatan jahat, pencurian

yang termasuk didahului atau serta diikuti dengan kekerasan ataupun ancaman,

dan kebakaran (baik kebakaran akibat benda lain, sambaran petir atau musnah)
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atas benda atau harta kekayaan milik pihak konsumen. Dengan adanya perjanjian

asuransi yang dibuat, terdapat pihak-pihak pula yang terikat di dalamnya, yaitu

pihak penanggung PT Asuransi Indrapura Cab. Bandar Lampung, pihak

tertanggung PT Batavia Prosporindo Finance (BPF) dan konsumen (sebagai pihak

ketiga dalam perjanjian asuransi). Dengan terjadinya perjanjian sewa beli dan

perjanjian asuransi yang sebelumnya telah terjadi kesepakatan kerjasama antara

pihak PT Batavia Prosperindo Finance (BPF) dengan PT Asuransi Indrapura Cab.

Bandar Lampung, menimbulkan hubungan yang saling terikat pada kedua

perjanjian itu,  dimana perjanjian asuransi tidak dapat berdiri sendiri tanpa adanya

perjanjian lain yang menyertainya. Disini perjanjian yang menyertainya adalah

perjanjian sewa beli yang diadakan oleh konsumen dengan PT Batavia

Prosporindo Finance (BPF).

Berdasarkan uraian diatas, maka penelitian ini akan membahas dan menganalisis

mengenai pelaksanaan asuransi kendaraan bermotor terhadap kepantingan pihak

ketiga. Penelitian ini akan dituangkan dalam bentuk skripsi dengan judul :

“Pelaksanaan Asuransi Kendaraan Bermotor Terhadap Kepentingan Pihak

Ketiga (Studi Pada PT Asuransi Indrapura Cab. Bandar Lampung)”.
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B. PERMASALAHAN DAN RUANG LINGKUP

1. Permasalahan

Berdasarkan uraian pada latar belakang maka yang menjadi permasalahan dalam

penelitian ini adalah “bagaimanakah pelaksanaan asuransi kendaraan bermotor

terhadap kepentingan pihak ketiga?”  untuk itu pokok bahasannya adalah sebagai

berikut:

a. Prosedur penutupan asuransi kendaraan bermotor pada PT Asuransi Indrapura

Cab. Bandar Lampung;

b. Pelaksanaan pembayaran klaim ganti kerugian asuransi kendaraan bermotor

untuk kepentingan pihak ketiga pada PT Asuransi Indrapura Cab. Bandar

Lampung;

c. Berakhirnya asuransi kendaraan bermotor pada PT Asuransi Indrapura Cab.

Bandar Lampung.

2. Ruang Lingkup

a. Lingkup penelitian ini termasuk lingkup ilmu perdata ekonomi khususnya

hukum asuransi.

b. Lingkup substansi penelitian ini adalah proses penyelesaian klaim ganti

kerugian terhadap kepentingan pihak ketiga dalam asuransi kendaraan

bermotor secara sewa beli di PT Asuransi Indrapura Cab. Bandar Lampung.
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C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah dan pokok bahasan diatas, maka tujuan penelitian

ini adalah untuk memperoleh gambaran mengenai:

1. Prosedur penutupan asuransi kendaraan bermotor pada PT Asuransi Indrapura

Cab. Bandar Lampung;

2. Pelaksanaan pembayaran klaim ganti kerugian asuransi kendaraan bermotor

untuk kepentingan pihak ketiga pada PT Asuransi Indrapura Cab. Bandar

Lampung;

3. Berakhirnya asuransi kendaraan bermotor pada PT Asuransi Indrapura Cab.

Bandar Lampung.

D. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan Teoritis

Secara teoritis penelitian ini berguna untuk menambah wawasan pengetahuan

serta memberikan sumbangan pemikiran terhadap ilmu pengerahuan hukum,

khusunya hukum asuransi mengenai proses penyelesaian klaim ganti kerugian

pada asuransi kendaraan bermotor.

2. Kegunaan Praktis

a. Memperluas wawasan dan pengetahuan peneliti mengenai proses

penyelesaian klaim ganti kerugian pada asuransi kendaraan bermotor.

b. Sebagai bahan bacaan dan informasi, baik bagi mahasiswa Universitas

Lampung khususnya, serta pihak-pihak lain yang membutuhkan dalam
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mengkaji permasalahan mengenai proses penyelesaian klaim ganti kerugian

pada asuransi kendaraan bermotor untuk kepentingan pihak ketiga.


